PUTUBSAN
Nomor 128/PdtG/2016/PA.Thh

pd 1) an ol ) sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Tembilahan yang menenms, memenksa dan
mengadili perkara tertenty pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Ceral Talak antara

umur 25 tahun, agama Isiam, pendidikan
SLTA pekenaan Tanl, tempat tinggal o Jalan
Kembang Gang Utama RT.001 RW, 001
Kelurahann  Tembishan  Hillr  Kecamatan
Tembilahan Ksbupaten Indragin  Millr, sebagsi
Pemohon,

melawan
umur 21 tahun, agama lslem, pendidikan SMP
pekedaan by Rumah Tangga, tempat tinggal
Part Pelangl Desa Pelanduk Kecamatan Mandash
Kabupaten Indragir Hilir, sabagal Termohon:

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelsjan berkas parkar,

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memerkas  bukt

surat dan saksisaksi di persidangan,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pamohon dengan permohonannya tertanggal
27 Januart 2018 yang telah werdaftar o Kepaniteraan Pengadiian Agama
Tembilahan Nomor 1268/Pdt G/2016/PA Thh, tanggal 16 Februar 2016
mengemukakan hal-hal setagal berikut |
1. Bahwa Pemohon dengan Termonon adalah suami isten sah, manikah

pada tanggal 20 September 2012 dihadapan Pegawal Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragin
Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 368/34/1X/2012,
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sertangpal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis  sebagaimana layaknys suami isten (ba'da dukhul), telah
dikarunisl seorang anak, bamama : Renanda Febriansyah, umur 3
mhun. dan anak tersebut dalam asuhan Termohon,
Bahwa selama dalam ikatan pemikahan tersabut Pamohon dengan
Termohon hidup bersama sebagai suami istert, bertempat tinggal di
rumah orang wa Termohon selama Kurang lebih 3 bulan kemudian
Werakhir pindah ke rumah ofang tua Pemohon hingga pisah,
Banwa sejak bulan Desember tahun 2012 kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis fagl
karena  senng  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang
penyebabnya adaiah .
A Antara antsrs Pemohon dengan Termohon tdak ada kesepakatan
tempat tinggal bersama, Pamohon ingin tinggal bersama di rumah
tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tidak betah tinggal
di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon sefing minta
diantarkan pulang ke rumat orang tuanya
b Termohon tidak mau patuh dan tdak mau mendengar nasihat darl
Pemohon dan juga memberkan perhatian yang wajar kepada
‘ Pamohon sebab Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan
' sebaik-baknya;
5 Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran FPemohon dengan
Tarmohon teradi pada bulan Maret tahun 2013, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas
sehingga sampal sokarang ini telah berpisah tempat tinggal selama
labih kurang 3 tahun, selama berpisah tersebut antara Pemohon
dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak
berhasil;
6. Bahwa berdasarkan foktafakta tersebut o atas, keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohan tidak mungkin dipersatukan lagl,
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dan Pamohon tidak sanggup lagi untuk maeneruskan rumah tangga
dengan Tarmohon,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesual dengan
ketantuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-datl tersebut di atas, Pemohon mohon
apar Ketua Pengadilan Agama Tembifahan Cq. Majelis Hakim yang telah
ditetapkan, agar segera memertksa dan mangadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagal berikut |
PRIMAIR :

1. Mangabulkan permohonasn Pemahon,

2. Memberi lzin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu rafi terhadap Termohon
didepan sidang Pengaditan Agama Tembilahan,

3. Apablla  permohonan  saya  inl diputus  dikabulkan  mohon
memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Tembiahan  untuk
manginmkan salinan penatapan tersebut kepada Kantor LUrusan
Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sera
tempat telah dilaksanakannys pernikahan tersebut,

4. Membebankan biays perkara manurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat (ain, mohon putusan yang seadi-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hart persidangan yang telah ditetapkan,
Pemobon telah hadir sendirt dimuka persidangan, akan tetapi Termohon
tidak hadir dan tdak puls menyuruh orang lain sabagal wakil stag
Kuasanya, maskipun maenurut rolaas panggitan Nomor
126/Pdt G/2016/PA. Toh tanggal 04 Maret 2016 dan tanggal 24 Maret
2018 Termohon telah dipangghl secara resmi dan patud. sedangkan Bk
termnyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dangan cara menasehatl Pemohon untuk bersabar dan kumpul kembali
dengan Termohon sebagai suami ister. namun tdak berhasil:
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Menimbang, bahwa oleh  karena  Termohon  tdak  hadir  di
persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154
R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu jugs keterangan Termohon tidak
dapat didengar di persidangan,

Menimbang, bahwa pemerikeaan perkara inl dilanjutkan dengan
membacakan sural  permohonan  Pemohon  yang  isinya  tetap
dipartahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil  permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat becupa |

Fotokop! Buku Kutiparn Akta Nikah Nomor | 368/34/1X/2012 | yang

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah,

Kabupaten Indragirt Hilir, tanggal 20 Septembar 2012 | lalu Majolis

memenksa bukti surat tersebul dan mencocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, telah bermateral cukup dan telah o legalisir Panitera

Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketus Majelis diber

tanda P |

Menimbang, bahwa disamping buktl  surat,  Pemohon  juga
mengajukan bukt saksi-saks sebagal berkut |
1 umur 54 tahun, agama Isiam, pendidikan

SMP, pekerjaan Tani, bedtempat tinggal di Jalan Tenags Baru RT 16,

RW.07, Desa Pantalan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragir Mille

. saksi di bawah sumpahnya membernkan keterangan sebagai berikut |

~  Bahwa saksi mengenal Pemahon dan Termohon karens sebagal
ayah kandung Pemahon;

«  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-sten yang sah,
manikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Mandah dan setelah
manikah Pamohon dan Termohon kumpul serumah di rumah orang
wa Termohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian terakhir
pindan ke rumah orang tus Pemohon hingga pisah,
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< Babwa rumah tanggs  Pemohon dengan Termohon sudah rukun
dan harmonis sebagalmana layaknys suami isten, telah dikarunis
1 orang anak;

«  Bahwa sekarang inl keadaan rumah tangga Pemaohon dengan
Termohon tidak rukun dan tidak harmaonis lagi karena senng teradl
perselisinan dan pertengkaran,

~  Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Tarmohon
disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal
di rutmah orang tuanya sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah
orang tuanya dan Termohon tidak maelaksanakan kewajibannys
sebagal istri seperti mengurus dan melayani kebutuhan Pemohon;
Bahwa hinggs sekarang ini antara Pemochon dengan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

» Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan
untuk rakun kemball, akan tetap tidak berhasi;

2 umur 4% tahun, agama Islam, pendidikan S0,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tenaga Bary RT, 05 RW
07, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragif Milir,
saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai benkut

Bahwa saksi mengenal Pamohon dan Termohon karena sebagsi
paman Pamohon,

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamidsten yang sah,
menikah pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Mandah dan setelah
menikah Pamohon dan Termohon kumpul serumah di rumah orang
tuas Termohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian terakhir
pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga pisah;

Bahwa nimah tangga  Pemohon dengan Termohon sudah rukun
dan harmonis sebagaimana layaknya suami isterl, telah dikarunist
1 orang anak.

« Bahwa sekarang ini keadsan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tdak rukun dan tdak harmonis lagl karena serng tenad
perselisihan dan pertengkaran,
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«  Bahwa perselisinan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
disebatbkan karena Termohon tidak patult dan tidak meiayan
Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada
kesapakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tinggsl di rumah orang
tuanya sedangkan Termohan ingin tinggal & rumah orang tuanya,
Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohan dengan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebin 3 tahun,

«  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan
untuk rukun kemball, akan tetapl bdak berhasil,

Manimbang, bahwae Pemohon telsh menyampaikan kesimpulan
secarn lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, babwa Femohon selanjutnya menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara inf dan telah menyampalkan
kesimpulannya  yang pada  pokoknya tetap  sebagaimana  sural
permohonannya serta mamohon perkans in segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat ursian  putusan ini,
Majelis cukup menunjuk hal inwal sebagaimana telah dicatal dalam Berita
Acarg;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemoban
adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sesual pasal 145 R Bg. jo pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomar 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah
dipanggtl secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,
terhadap panggilan mana Pemohon secars in person  telah  hadir
dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagal wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah,
sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya
Tearmohon harus dinyatakan tdak hadir dan parmohonan Pemohon dapal
diputus dengan verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tdak hadir dalam
persidangan, maka Majelis Makim tidak dapat melakukan upaya damai
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febagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1988 yang telah dsbah untuk kedus Kalinya dengan

Undang-undang Nomor S0 Tahun 2008, pasal 1564 R.Bg dan pasal 131

KHI, sorta Persturan Mabkamah Agung R | Nomor 1 Tahun 2008, namun

demikian Majelis Makim sudah berupaya secara maksimal menasihati

Pemohon agar bersabar dan rukun kemball untuk membing  rumah

tangganyas dengan Termohon tetapl tidak berhasil, maka pemeriksaan

parkara dilanjutkan dengan pembacasn surat permohonan Pemohon yang
sinya totap dipertahankan oleh Pemohon;

Maniribang, bahwa  slassn  pokok  Pemohon  mengajukan
permohonan inl adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisthan dan pertengkaran yang disebabkan |
a Antara antara Pamohon dengan Termohon Nidak ada Kesepakatan

tempat tinggal bersama, Pemahon ingin tinggal bersama o rumah
tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tdak betah tinggal di
rumah orang twa Pemohon, dan Termohon sedng minta diantarkan
pulang ke rumah orang tuanya,

b, Termohon tidak mau patuh dan tidak mau mendengar nasihat dar
Pemohon dan jugs memberikan perhatian yang wajar kepada
Pemohon sebab Termohon tdak mengurus rumah tangga dengan
sebaik-baiknya,

Menimbang, bahwa  untuk menguatkan dalll  permohonannya,
Pemohon telah mengajuka bukti surat ( P ) dan 2 (du) orang saksi,
torhadap bukt-bukt mana Majelis Hakim akan mempeartimbangkan berkut
i,

Manimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan buktt P (Buku Kutipan Akta
Nikah), temyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Peamohon dengan
Termohon sdalah suami isted yarg sab, menikah pada tanggal 20
September 2012, dengan demikian Pemohon adalah orang yang
berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam packara inl;
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Menimbang, bahwa bukli 2 (dus) orang saksi, temyata kedusnya
adaleh orang-orang dekat dengan Famohon dan kedus saksi tersebut
telah  membenkan kKeterangan dibawah sumpahnya  dipersidangan
berdasarkan pengetahusn yang bersumber dard penglihatan dan ateu
pendengaran sendin, dan keterangan satu dengan lainnys telah saling
mendukung serts telah sesusi dengan dali-dalilt dan alasan pokok
pormohonin Pamohon, dengan demikian saksi-saksl tersebut dipandang
telah memenuhi syarat formil dan syarat matedil bukti saksi, sehingga
keterangan saksi-saksi & quo telah dapat diterima sebagai bukti yang
cukup mendukung kebenarsn dalil-dalil dan alasan parmohonan Pamohaon
dalam perkana ing

Menimbang, bahwa dad permohonan Pemohon, yang didukung
bukti P dan 2 (dua) omng saksi sebagaimana dipartimbangkan di atas,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakla sebagal bertkut |
»  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isten yang sah,

menikah pada tanggal 20 September 2012 dan telah dikaruniai 1
Orang anak,

«  Bahwa antara Pemohan dengan Termohon telah terjadi perselisinan
dan pertengkaran Secara terus menerus yang disebabkan antara
antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tempat
tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal bersama di rumah tempat
tinggal bersama, sedangkan Termohon tidak betah tinggal di rumah
orang tus Pamohen, dan Termohon serng minta diantarkan pulang ke
rumaht orang twanya dan Termohon fdak mau patuh dan tidak
melayani Pemohon:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanys:

«  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar
rukun kembali sebagal suami ister, akan tetapi idak berhasil;

Manimbang, bahwa bardasarkan fakta tersebul ot atas, Majelis
berpandapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah
terbukt kebenarannys, dengan demikian rumah tanggs Peamahon dengan

Halarman B dad 12 hal, Pulusan Nomor 128/Pdt G/20100PATbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Termohon telah dipandang sampil pada kondisi pacal (Lroken mamage)
nerta sudab sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebiutkan
dalarm Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomaor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dapat dilihat darl fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat
tinggal dengan Termohon selama kurang lebit 3 tahun lamanya serta
upaya damai yang telah diakukan baik oleh pibhak keluarga maupun olet
Majedis Makim selama pemeriksasn perkars ini tetap tidak berbasil, Hal inf
adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon
sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada Ingl harspan akan
hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Manimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pamohon dengan
Termohon telah sampal pada kondisi pecabh, maka dengan  tdak
mempertimbangkan lagi dart pihak mana datangnya penyebab
perselisinan dan pertengkaran & quo, pada kondisi mana diyakini sudah
sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan  kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1674) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan
rahmat (pasal 3 Kompilasi Hukum (slam),

Menimbang, bahwa meskipun percersan adalah parbuatan yang
dibenct Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
kondis! tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dan pada masfahat (kebaikan), diantaranys pandentaan
batin yang bekepanjangan bagl kedua belah pihak, padahal menolak
keburikan  harus  didabulukan  daripada  mengharap  kebakan,
sobagaimana kaadah ushul figh yang terdapat dalam kitab At Astah Wan
Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi |

c.n....l! TR PR TR TR F T |
Artinya © Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan danpada
maormih kemasiahaton (kebatkan) |
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Menimbang, bahwa  selanjutnys  jugs, Majelis  Hakim  perlu
mangetengahkan dail al.Quran surat al-Bagarah ayat 220 yang barbuny! |

Chaaaly g pand g oy ponny tilaald S pe 30

Artinya " Tadak (yang dapat dirujuk) ity dua kal, setelah ity boleh rujuk lagi
dengan cara yang makruf atau menceralkan dengan cera yang
Ak,

Dan dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit

untuk dipartahankan lagi, maka jalan keluarnyas adalah perceraian dengan

Gars yang binik

Menimbang, bahwa Derdasarkan  pertimbangan-partimbanghan
torsebut o atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon
untuk berceral dengan Termohon telah memenuhl alasan yang cukup
sabagaimana diteniukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemenntah
Nomor § Tanun 1975 jo. Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena ity sesusl ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah dwbah untuk kedus kalings dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, maka oleh katenanya permohonsn
Pamohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa  berdasarkan  perimbangan-pertimbangan
torsabut oi atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi
Hukum tslam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member
izin kepada Pemohon untuk mengucapken ikear talak terhadap Termohon
di depan parsidangan Pangadian Agama Tembilahan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan
3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang Pengadilan Agama, yang
tolah diubah untuk kedua kalinga gengan Undeng-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Majels Hakim memedntahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Tembilahan untuk mengiimkan salinan penetapan ikrar talak
setelah dilaksanakan kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama yang wilayahnys meliputi tempat tinggal Pemonon dan Termohon
gan Kepada Pegawa Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat
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perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk it

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal B8 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalings dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara inl
dibebankan kepada Pemohon untuk membayarmys,

Mameparhatikan, segala  ketentuan  hukum dan  peraturan
poerundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari yang berkaitan

dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telan dipanggit dengan resmi dan
patut untuk menghadap o persidangan, tidak hadir |

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,

3 Membaer izin kepada Pemohaon untuk
maenjatunkan talak satu rajl terhadap Termohon

di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Tembilahan untuk
menginmian salinan Penetapan tkrar Talak seteiah tkrar talak
dilaksanakan  kepada Kantor Urusan Agama  Kecamatan
Tembilahan dan Kantor Urusan Agama  Kecamatan Mandah,
Kabupaten Indragin Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah
disediakan untok ity

8, Membebankan kepada Pamohon untuk membayar biays perkars
sejumiah Rp. 511 000 - (delapan ratus sebelas cbu rupiah) |

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Makim Pengadilan Agama Tembilahan pada hart Rabu tanggal 30 Maret
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1437 H, oleh
kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketus Majelis serta RIKI
DERMAWAN, S H | dan FATHUR RIZQI, S H.1 masing-masing sebags
Hakim Anggota, Putusan mana pads hari ity jugs divcapkan oleh Ketua
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Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya
Termohon;

Drs. M. SYUKRI
Hakiprf\nggota, Hakim Anggota,
RIKI DERMAWAN, S.H.I FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

-

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag
Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 720.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).
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